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ABSTRAK 

 

KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN 

JABATAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI 

LAMPUNG 

 

Oleh 

 Laila Rahmawati  

 

Kebijakan penyetaraan jabatan menjadi sebuah langkah baru untuk percepatan 

reformasi birokrasi di Indonesia. Pejabat administrasi yang terdampak menjadi 

fungsional harus beradaptasi dengan proses kerja yang biasanya disposisional dan 

manajerial menjadi iklim kerja yang berorientasi pada keahlian/kompetensi. 

Kompetensi merupakan kemampuan kerja individu yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berhubungan dengan kinerja. Penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk 

memperoleh analisa dan deskripsi terkait kompetensi jabatan fungsional hasil 

penyetaraan jabatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan 

mengacu pada dimensi kompetensi menurut Moeheriono (2014) yaitu keterampilan 

menjalankan tugas, keterampilan mengelola tugas, keterampilan mengambil 

tindakan, keterampilan bekerja sama, dan keterampilan beradaptasi. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pejabat fungsional hasil penyetaraan sudah memiliki 

keterampilan walaupun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan pengetahuan 

dan pemahaman terkait kapasitasnya sebagai pejabat fungsional karena belum ada 

pemetaan kompetensi yang dilakukan melalui uji kompetensi serta anggaran yang 

terbatas untuk pengembangan kompetensi pegawai. 

Kata Kunci : reformasi birokrasi, penyetaraan jabatan, kompetensi  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

COMPETENCE OF FUNCTIONAL POSITION AS RESULT OF 

DEPARTMENTS EQUALIZATION IN THE REGIONAL CIVIL SERVICE 

AGENCY OF LAMPUNG PROVINCE 

 

By 

Laila Rahmawati 

 

The policy of equalizing positions is a new step to accelerate bureaucratic reform in 

Indonesia. Administrative employee who are affected by being functional must adapt 

from work processes that are usually dispositional and managerial to a work climate 

that is skill/competency oriented. Competency is an individual's work ability which 

includes aspects of knowledge, skills and attitudes related to performance. This study 

uses a qualitative descriptive method with data collection techniques of interviews, 

observation, and documentation. The aim of this research is to obtain an analysis 

and description related to functional position competencies resulting from 

equalization of positions at the Regional Civil Service Agency of Lampung Province 

by referring to the competency dimensions according to Moeheriono (2014), namely 

skills in carrying out tasks, skills in managing tasks, skills in taking action, skills in 

working together, and adapting skills. The results of this research show that 

functional officials resulting from equalization already have skills even though there 

are still obstacles such as limited knowledge and understanding regarding their 

capacity as functional employee because there has been no competency mapping 

carried out through competency tests and a limited budget for employee competency 

development. 

Keywords: bureaucratic reform, equalization of positions, competence 
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1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Reformasi birokrasi menjadi sebuah langkah awal bagi pemerintah dalam 

mencapai kemajuan dari sebuah negara. Reformasi birokrasi yang 

dilaksanakan di berbagai organisasi pemerintahan baik di lingkup 

Kementerian maupun organisasi pemerintahan daerah saat ini mengusung 

konsep Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2020-2025 yang merupakan 

sasaran lima tahun ketiga yaitu menuju dynamic governance untuk 

mewujudkan pemerintahan kelas dunia (world class bureaucracy). Maka 

semangat kolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait reformasi 

birokrasi terus dibangun. Konsep Grand Design ini menjadi pedoman atau 

acuan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan reformasi birokrasi di 

Indonesia. Diharapkan dengan adanya acuan atau pedoman ini, tatanan 

birokrasi di Indonesia dapat menjadi birokrasi pemerintahan yang profesional 

dan berintegritas tinggi. 

 

Reformasi birokrasi di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1998 yang 

ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi mengenai perbaikan kinerja 

birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Setidaknya 

terdapat 2 (dua) aspek yang sangat mendesak untuk dilakukan reform yaitu 

redesain (menata-ulang) struktur birokrasi yang terlalu besar (pusat dan 

daerah) yang menyebabkan pembengkakan anggaran dan kinerja yang lambat, 

serta mindset para birokrat yang harus dirubah untuk lebih mengedepankan 

kepentingan publik diatas kepentingan pribadi dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan (Haning, 2018).  
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Substansi area perubahan sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-

2024 dimana pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen 

perencanaan Road Map Reformasi birokrasi guna mendukung program 

nasional yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik 

berbasis kinerja dan dinamis. Sedangkan obyek reformasi birokrasi di 

pemerintahan daerah berkaitan untuk memecahkan permasalahan birokrasi di 

daerah, antara lain : 

a. Proses overlapping antar fungsi-fungsi pemerintahan di perangkat daerah 

berdampak pada inefisiensi pegawai dan anggaran/APBD; 

b. Menata ulang proses birokrasi dan melakukan terobosan baru (innovation 

breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, 

sungguhsungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the 

box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan 

upaya luar biasa (business not as usual); 

c. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, kebijakan dan praktek 

manajemen pemerintah dan menyesuaikan tugas fungsi instansi 

pemerintah dengan paradigma dan peran baru (Dwiyanto, 2017). 

 

Hal ini yang kemudian diusung dalam masa kepemimpinan Ir. Joko Widodo 

periode 2019-2024, dimana dalam naskah pidato Presiden Republik Indonesia 

pada tanggal 20 Oktober 2019 memberikan pernyataan bahwa dalam 5 tahun 

kedepan arah dari penyelenggaraan pemerintah akan berfokus pada 

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, 

simplifikasi regulasi, transformasi ekonomi, serta termasuk dalam hal 

penyederhanaan birokrasi. Arahan pidato presiden ini kemudian tertuang 

dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 

yang menjadi tolak ukur bagi Indonesia untuk mencapai salah satu visi 

Indonesia Emas 2045 yakni target pembangunan ekonomi berkelanjutan yang 

mengalami kenaikan sebesar 5,6%-6,2%. Tentunya bukanlah hal yang mudah 

bagi pemerintah untuk sampai di angka 5% sebab saat ini rata-rata 
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pendapatan Indonesia masih di kisaran USD3.600-3.700 per kapita 

(Bappenas, 2021). 

 

Tantangan tersebut harus dihadapi oleh Indonesia dan menjadi tugas bagi 

pemerintah untuk menyusun strategi bagaimana mencapai target pertumbuhan 

ekonomi tersebut. Selama ini, proses pelayanan publik di Indonesia masih 

dikenal dengan sistem pemerintahannya yang rumit, berbelit-belit dan 

memakan waktu lama. Keluhan atas sistem kerja birokrasi ini kemudian 

dilakukan reformasi yakni memangkas alur birokrasi yang semula terdapat 5 

jenjang eseloniasi menjadi 3 hingga 2 level eseloniasi dengan harapan 

birokrasi di Indonesia dapat bergerak lebih gesit (agile), responsif, adaptif dan 

inovatif.  

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 

dalam hal ini selaku penyelenggara urusan pemerintahan yang membidangi 

aparatur negara dan reformasi birokrasi di Indonesia menindaklanjuti mandat 

tersebut dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan 

administrasi ke dalam jabatan fungsional yang kemudian diperbaharui kembali 

menjadi Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan 

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Salah satu langkah yang diambil 

oleh pemerintah dalam proses penyederhanaan birokrasi melalui Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB pada 

tahun 2012 mengeluarkan kebijakan tentang penghapusan jabatan eselon III 

dan IV dengan tujuan untuk memindahkan orientasi pegawai dari struktural ke 

jabatan fungsional dengan salah satu tujuannya untuk memangkas biaya yang 

tidak diperlukan untuk memfasilitasi para pejabat yang duduk di level eselon 

III dan IV.  

 

Terbitnya regulasi mengenai kebijakan penyetaraan jabatan ini diformulasikan 

dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi yang dinamis, lincah, dan 

profesional sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja 



4 
 

pemerintah kepada publik. Birokrasi kedepannya diharapkan dapat lebih cepat 

dalam menangani segala urusan termasuk dalam hal pelayanan dan tidak ada 

lagi hambatan atau kendala di lapangan. Selain itu, kebutuhan untuk dapat 

mengambil keputusan yang cepat, kinerja aparatur yang mesti optimal dan 

efisiensi penggunaan anggaran menjadi alasan pula mengapa perlu 

diberlakukannya kebijakan penyetaraan jabatan ini. 

 

Ruang lingkup penyederhanaan birokrasi diawali dengan adanya  penataan 

struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 pasal 4, yang 

kemudian dilanjutkan dengan kebijakan transformasi jabatan dengan cara 

menghapuskan atau memangkas alur birokrasi yang pada mulanya jabatan 

eselonisasi terdiri dari lima jenjang jabatan (eselon I sampai eselon V) menjadi 

hanya dua jenjang jabatan (eselon I dan eselon II) di tingkat pusat dan tiga 

jenjang jabatan di tingkat daerah (eselon I sampai eselon III). Pejabat yang 

sebelumnya duduk sebagai pejabat administrasi (administrator dan pengawas) 

akan ditransformasikan ke dalam jabatan fungsional. Setelah tahapan 

penyetaraan jabatan dilakukan, maka akan ada penyesuaian sistem kerja yang 

diatur dalam Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022.  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang dimaksud dengan jabatan 

administrasi ialah sekelompok jabatan yang memiliki tugas dan fungsi untuk 

menyelenggarakan pelayanan publik, administrasi pememerintahan dan 

pembangunan. Sedangkan Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan 

yang memiliki tugas dan fungsi dengan pelayanan fungsional berbasis 

keahlian atau keterampilan tertentu. Setiap jabatan yang direferensikan 

dikelompokkan ke dalam klasifikasi jabatan ASN yang memiliki kesamaan 

karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.  

 

Sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021, acara pelantikan pejabat administrasi 

yang dialihfungsikan menjadi pejabat fungsional dilaksanakan secara serentak 
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di seluruh Pemerintah Daerah se-Indonesia pada hari Jumat, 31 Desember 

2021. Ada sebanyak 143.115 pejabat yang dilantik dalam acara pelantikan 

tersebut. Momentum ini menjadi sebuah peristiwa langka karena baru pertama 

kali terjadi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan menjadi 

sebuah langkah baru untuk percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.  

 

Dalam hal ini Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Gubernur 

sukses melantik 503 pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dari berbagai 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 

821.29/840/VI.04/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat 

Administrasi Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Provinsi Lampung menjadi salah satu instansi pemerintah daerah di 

tingkat provinsi yang juga terkena dampak dengan adanya kebijakan 

penyetaraan jabatan ini. Berikut merupakan jenis jabatan fungsional yang 

terdapat di BKD Provinsi Lampung. 

 

Tabel I Jenis Jabatan Fungsional di BKD Provinsi Lampung 

No Nama Jabatan Fungsional Jumlah 

1 Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 9 orang 

2 Analis SDM Aparatur Ahli Muda 20 orang 

3 Analis SDM Aparatur Ahli Madya 5 orang 

4 Analis Sistem Informasi 1 orang 

5 Analis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan 2 orang 

6 Auditor Kepegawaian Ahli Madya 1 orang 

7 Analis Sistem Informasi Kepegawaian 1 orang 

8 Analis Perencana SDM Aparatur 5 orang 

9 Analis Organisasi 1 orang 

10 Pranata Komputer Ahli Muda 1 orang 

11 Analis Pengembangan Karir 2 orang 

12 Analis Data dan Informasi 1 orang 
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13 Analis Pengembangan SDM Aparatur 1 orang 

14 Analis Aplikasi dan Pengolahan Data Keuangan 1 orang 

15 Pranata SDM Aparatur Penyelia 1 orang 

16 Analis Keuangan 2 orang 

17 Perencana Ahli Muda 2 orang 

18 Analis Penegakan Integritas & Disiplin SDM Aparatur 2 orang 

19 Analis Kesejahteraan SDM Aparatur 1 orang 

20 Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Mahir 1 orang 

21 Perencana Ahli Pertama 2 orang 

22 Analis Tata Usaha 1 orang 

23 Analis Jabatan 1 orang 

24 Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama 2 orang 

25 Pranata SDM Aparatur Pelaksana Lanjutan/Mahir 1 orang 

26 Pranata Komputer Ahli Pertama 2 orang 

27 Pranata SDM Aparatur Pelaksana/Terampil 2 orang 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2023 

 

Kebijakan penyetaraan jabatan ini menjadikan sebanyak 13 orang pejabat 

pengawas (esselon IV) di BKD Provinsi Lampung dialihfungsikan menjadi 

pejabat fungsional sejak pelantikan tersebut dengan rincian sebagai berikut. 

 

Tabel 2 Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan di BKD Provinsi 

Lampung 

 

No Golongan Jenis Jabatan Fungsional Jumlah 

1 III/c Pranata Komputer Ahli Muda 1 orang 

2 III/c Analis Kepegawaian Ahli Muda 1 orang 

3 III/d Perencana Ahli Muda 1 orang 

4 III/d Analis Kepegawaian Ahli Muda 5 orang 

5 IV/a Analis Kepegawaian Ahli Muda 5 orang 

                                              Jumlah 13 orang 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023 
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Pejabat fungsional yang disetarakan merupakan pejabat fungsional tingkat 

eselon IV atau jabatan pengawas tetap mempertahankan esselon IV lainnya 

seperti Kassubag Umum dan Kepegawaian dan Kassubag Keuangan dengan 

kriteria sebagai berikut : 

1. Memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan 

kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau 

penggunaan barang/jasa. 

2. Memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, 

legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan 

kewilayahan. 

3. Kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-

masing organisasi kepada Menteri PANRB sebagai bahan pertimbangan 

yang diperlukan kedudukannya sebagai pejabat administrasi. 

Organisasi pemerintahan kedepannya akan berbasis pada fungsional dan 

kinerja, sehingga komposisi jenis jabatan diformulasikan pada peningkatan 

persentase jabatan fungsional di sektor pelayanan dasar, pendidikan, 

kesehatan dan penyuluhan serta teknis-teknis lainnya yang dapat menunjang 

potensi pendapatan daerah dan negara. Dengan adanya kebijakan penyetaraan 

jabatan ini diharapkan menjadi salah satu cara pemerintah dalam menerapkan 

konsep Smart ASN.  

Sejak dilantik pada 31 Desember 2021 lalu, dalam pelaksanaanya kebijakan 

penyetaraan jabatan ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena 

masih memiliki kendala terutama pada proses atau cara kerja jabatan 

fungsional yang masih belum dipahami terutama dalam hal  pemenuhan dan 

pengumpulan angka kredit yang menjadi tujuan sasaran kerja. Hal ini 

dikarenakan pejabat administrasi yang dilantik menjadi pejabat fungsional 

harus beradaptasi dengan proses kerja yang biasanya disposisional dan 

manajerial menjadi iklim kerja yang berorientasi pada keahlian melalui 

penerapan butir kegiatan yang memiliki nilai. Hasilnya tidak sedikit pejabat 

hasil penyetaraan yang masih menerapkan pola kerja lama dan tetap 
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menjalankan tugas, pokok dan fungsinya yang sama dengan jabatan 

sebelumnya. 

Selain itu, Kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional 

yang dilakukan pemerintah daerah dapat dikatakan tergesa-gesa mengingat 

pemerintah daerah diberikan tenggat oleh pemerintah pusat agar segera 

menyederhanakan birokrasi di pemerintahan daerah sesuai amanat Permenpan 

RB Nomor 17 dan 25 Tahun 2021 paling lambat 31 Desember 2021, dan 

apabila terlambat akan dikenakan sanksi berupa teguran dari Kementerian 

Dalam Negeri dan pengurangan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) bagi 

daerah tersebut. Dengan begitu, mau tidak mau Pemerintah Daerah bergegas 

untuk memproses kebijakan ini. Bahkan terbukti di beberapa daerah 

melaksanakan pelantikan di menit terakhir tahun 2021 menjelang tutup tahun. 

Hal inilah yang memberikan kesan bahwa proses penerapan kebijakan 

penyetaraan jabatan ini mengejar deadline sehingga menyebabkan beberapa 

pejabat fungsional yang disetarakan tidak memiliki pilihan lain selain 

mengikutinya. Beberapa pejabat hasil penyetaraan juga mengatakan bahwa 

mereka kurang mengetahui waktu pelaksanaan pelantikan menjadi pejabat 

fungsional dan menjadi fungsional apa nantinya hasil dari penyetaraan 

sehingga menyebabkan ketidakpastian dan keraguan dalam menentukan 

langkah karir pejabat tersebut. 

Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan selain diharuskan untuk 

mengumpulkan angka kredit, juga diberikan tugas tambahan setelah 

mendapatkan Surat Keputusan (SK) selaku Koordinator/Sub Koordinator. Hal 

ini bertujuan untuk memperhalus turbulensi dari jabatan struktural ke jabatan 

fungsional atau beradaptasi. Namun dalam kenyataannya, kebijakan 

penunjukkan pejabat fungsional menjadi Koordinator/Sub Koordinator 

terkesan hanya merubah istilah dari birokrasi yang sebelumnya yaitu pejabat 

eselonisasi dan diberlakukan selama 1 tahun yakni pada tahun 2022. 

Tentunya hal ini dirasa amat bertolak belakang dengan harapan untuk 

merampingkan birokrasi menjadi lebih lincah, adaptif, responsif dan inovatif 

di era revolusi industri 4.0 ini.  
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Proses penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional memiliki 

implikasi yang berbeda dengan sistem kinerja sebelumnya, dimana para 

pejabat struktural yang sebelumnya hanya mengerjaan tugas-tugas yang 

bersifat manajerial kini diharuskan mengerjakan tugas-tugas teknis yang 

membutuhkan keahlian didalamnya. Maka dari itu diperlukan perhatian 

khusus atau tindak lanjut lebih jauh terkait kompetensinya pasca penyetaraan 

jabatan. Tentunya ini juga dikarenakan ASN saat ini dituntut untuk dapat 

mengembangan kompetensi dan potensi yang ada dalam dirinya sehingga 

dapat mengikuti perkembangan zaman yang cepat berubah seperti saat ini.   

Salah satu upaya untuk yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan 

ASN yang profesional adalah dengan dibentuknya sistem merit. Dalam 

penerapannya, sistem merit di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

menunjukkan bahwa manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, 

dan kinerja yang dilakukan secara adil tanpa adanya KKN. Hadirnya 

kebijakan penyetaraan jabatan ini sebenarnya membawa perubahan baik 

untuk birokrasi kedepannya apabila dapat dieksekusikan dengan baik di 

lapangan. Hasil pra riset yang dilakukan di BKD Provinsi Lampung 

menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penyetaraan jabatan ini belum 

dapat sepenuhnya dikatakan berhasil, karena masih ditemukan kendala atau 

hambatan dalam penyelenggaraannya. Maka dari itu, kompetensi para pejabat 

fungsional hasil penyetaraan jabatan ini sangat penting dikaji lebih lanjut agar 

kedepannya mereka dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya sehingga 

dapat meningkatkan kinerja dan akan berdampak pada pencapaian visi, misi, 

dan strategi organisasi. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai “Kompetensi Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan 

pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan diteliti  adalah bagaimana gambaran kompetensi 

jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan di BKD Provinsi Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil analisis tentang gambaran 

kompetensi jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan di BKD Provinsi 

lampung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pendalaman ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah sehingga 

dapat mengimplementasikan teori-teori yang sudah dipelajari. Selain itu, 

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian jurusan 

Ilmu Administrasi Negara dan menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya dengan masalah yang relevan. 

 

b. Manfaat Praktis 

Bagi instansi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, 

diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

menjadi bahan masukan untuk tetap memperhatikan kompetensi jabatan 

fungsional hasil penyetaraan jabatan yang akan berdampak pada kinerja 

pegawai maupun organisasi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada dasarnya, sebuah penelitian tidak dapat berdiri sendiri karena pasti akan 

berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu 

dimaksudkan agar menjadi gambaran dan pedoman bagi peneliti untuk dapat 

memberikan kejelasan terkait persamaan dan perbedaan pada fokus dan 

kebaharuan dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga 

dapat memberikan data pendukung yang dapat digunakan sebagai sumber 

informasi yang relevan. 

Tabel 3 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 (Abdurrachman 

Hani, 2023) 

Kompetensi Pegawai 

Negeri Sipil Yang 

Mengalami 

Penyetaraan Jabatan 

Struktural Menjadi 

Jabatan Fungsional Di 

Dinas Kesatuan Bangsa 

Dan Politik Kabupaten 

Pasangkayu Provinsi 

Sulawesi Barat. 

 

Kompetensi Pegawai Dinas Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten 

Pasang Kayu dinilai tidak terlalu 

bagus karena masih ada beberapa 

perselisihan dalam ruang 

pengetahuan.  Masih banyak pegawai 

yang memiliki pengetahuan yang 

terbatas apalagi pegawai yang 

mengalami penyetaraan jabatan, 

yang masih tahap penyesuaian dan 

pembelajaran terkait jabatan 

fungsional dan belum mengikuti 

Diklat Jabatan Fungsional Analis 

Kebijakan. Selain itu, dalam hal 

kapasitas, Pegawai terbatas pada 

pemahaman dan kapasitas yang 

lemah. menjalankan jabatan yang 

baru yaitu sebagai fungsional 

sehingga pelaksanaan pekerjaan 

tidak maksimal.  

 

Persamaan penelitian terletak pada 

metode penelitian yang digunakan 

yakni penelitian kualitatif deskriptif. 

Perbedaan penelitian terletak pada 

teori yang digunakan dalam 
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menggambarkan kompetensi pejabat 

fungsional hasil penyetaraan dengan 

menggunakan teori Moeheriono 

(2014). 

2 (Permatasari & 

Fifi Ariani, 

2021) 

Penyetaraan Pola Karier 

Pasca Jabatan 

Administrasi ke Jabatan 

Fungsional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penyetaraan karir dari jabatan 

administrasi ke jabatan fungsional 

mempengaruhi peta jabatan dan 

kinerja dalam 

sebuah organisasi. Bagi jabatan 

administrasi yang 

memiliki peran koordinator dan 

subkoordinator (akan dapat angka 

kredit), penilaian kinerja ada 

pendelegasian wewenang (pejabat 

penilai) pengembangan karir 

kaitanya 

dengan kenaikan pangkat, kenaikan 

jabatan dan kesejahteraan. 

 

Persamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan sama-sama meneliti 

tentang penyetaraan jabatan. 

 

Perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Permatasari & Fifi 

Ariani terletak pada fokus penelitian 

yang mengkaji tentang pola karier, 

sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan lebih difokuskan kepada 

sistem kerja berbasis kompetensi 

jabatan fungsionalnya. 

3 (Fitrianingrum et 

al., 2020) 

Pengembangan Karier 

Jabatan Fungsional 

Hasil Penyetaraan 

Jabatan Administrasi : 

Analisis Implementasi 

dan Tantangan. 

Hasil analisis terhadap faktor-faktor 

menunjukkan bahwa secara umum 

implementasi kebijakan penyetaraan 

jabatan administrasi ke jabatan 

fungsional dengan menggunakan 

indikator menurut Edward III yaitu 

komunikasi, sumberdaya manusia, 

disposisi dan struktur birokrasi di 

LIPI belum optimal. Dalam 

pengembangan karir pejabat 

fungsional ini sangat diperlukan 

adanya formasi jabatan selain adanya 

perubahan struktur organisasi pasca 

penyetaraan. Perubahan struktur 

organisasi harus memperhatikan 

interaksi kerja dengan sistem 

networking dan proses bisnis baru 

yang bisa melingkupi para pejabat 

fungsional hasil penyetaraan tidak 

hanya dari kesejahteraannya tetapi 

juga dalam mewadai dan 

memberikan ruang gerak untuk 

berkarya berinovasi dan menjamin 

karir pejabat hasil penyetaraan ini 

tidak hanya untuk mencapai angka 

kredit untuk naik jenjang saja tetapi 
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lebih berkontribusi kepada lembaga 

dalam mewujudkan SDM yang 

unggul. 

 

Persamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah fokus 

penelitian yakni bagaimana realita 

pelaksanaan adanya kebijakan 

penyetaraan jabatan. 

 

Perbedaan dengan penelitian ini 

terletak pada indikator yang 

digunakan, dimana dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Fitrianingrum 

menggunakan teori implementasi 

kebijakan menurut Edwards III 

dengan 4 indikator yaitu struktur 

birokrasi, komunikasi, sumberdaya, 

dan disposisi. Sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan menggunakan 

indikator kompetensi menurut 

Moeheriono 2014. 

     Sumber : Diolah Peneliti, 2023. 

Berdasarkan perbandingan ketiga penelitian terdahulu pada tabel 2.1 maka 

dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini akan membahas mengenai 

kompetensi jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan di BKD Provinsi 

Lampung dengan menggunakan teori kompetensi menurut Mehoeriono (2014) 

dengan lima indikator yakni keterampilan menjalankan tugas, keterampilan 

mengelola tugas, keterampilan mengambil tindakan, keterampilan beradaptasi 

dan keterampilan bekerja sama. Pada penelitian ini akan terfokuskan hanya 

pada jabatan fungsional yang terkena dampak dari kebijakan penyetaraan 

jabatan ini. 

2.2 Konsep Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional 

Saat ini, pemerintah sangat gencar dalam memberikan fokus pada reformasi 

birokrasi demi tercapainya demokrasi yang dinamis, lincah dan profesional 

guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kepada publik. Di 

Indonesia, jumlah ASN per 30 Juni 2022 yang bekerja pada instansi pusat dan 

instansi daerah yang terdiri dari PNS dan PPPK adalah 4.344.552 dengan 

rincian jumlah PNS 3.992.766 (92%) dan 351.786 (8%) untuk PPPK (Buku 

statistik ASN Juni 2022). Jabatan fungsional menjadi jenis jabatan terbanyak 

diantara jenis jabatan lainnya, disusul oleh jenis jabatan struktural lainnya.  
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Hal ini menjadi bukti nyata bahwa implementasi kebijakan penyetaraan 

jabatan sudah dilakukan secara nasional guna mendukung percepatan 

reformasi birokrasi di Indonesia.  

Menurut Wibisana (2019) terdapat 6 (enam) alasan mengapa perlu 

dilakukannya penyederhanaan birokrasi yaitu sebagai berikut : 

a. Perlunya birokrasi yang dinamis dan lincah (agile); 

b. Percepatan sistem kerja; 

c. Fokus pada pekerjaan fungsional; 

d. Perlunya efektivitas dan efisiensi; 

e. Perlunya kinerja yang optimal; 

f. Mendorong terciptanya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Kebijakan transformasi atau penyetaraan jabatan merujuk pada berbagai 

regulasi perundang-undangan diantaranya : 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN); 

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB); 

c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, 

Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional. 

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil; 

e. Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan Jabatan 

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan mencabut Permenpan RB 

Nomor 28 tahun 2019. 

Menteri PANRB memiliki pandangan bahwa kebijakan penyetaraan jabatan 

ini diartikan sebagai pengangkatan pejabat administrasi (eselon III kebawah) 

yang dialihkan menjadi jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian 

dengan jabatan yang setara. Adapun indikator yang menjadi acuan bagi 

pejabat administrasi level 3 kebawah yang akan disetarakan yakni : 
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1. Pejabat yang diusulkan dalam penyetaraan jabatan merupakan pejabat 

administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk 

dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi; 

2. Tugas dan fungsi jabatan administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis 

fungsional; 

3. Tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional; dan  

4. Jabatan yang berbasis pada keahlian atau keterampilan tertentu. 

Penyetaraan jabatan ialah pengangkatan pejabat administrasi ke dalam 

jabatan fungsional melalui penyesuaian pada jabatan fungsional yang setara. 

Jabatan yang diusulkan dalma penyetaraan jabatan adlaah jabatan yang 

terdampak (dihapuskan) dalam penyederhanaan birokrasi. Jenis jabatan 

administrasi yang dapat disetarakan ke dalam jabatan fungsional adalah 

jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Mekanisme 

penyetaraan jabatan yang dilakukan untuk jabatan administrator (esslon III) 

akan disetarakan dengan jabatan fungsional ahli madya, jabatan pengawas 

(esselon IV) disetarakan menjadi jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan 

pelaksana ( Esselon V) akan disetarakan dengan ahli pertama. 

Adapun tahapan utama dalam rangka proses penyetaraan jabatan ini 

mencakup beberapa tahapan yaitu tahap usulan, telaahan, validasi, surat 

rekomendasi, pengangkatan hingga pada tahapan pelantikan. Instansi 

pemerintah yang akan melakukan proses penyetaraan jabatan ini akan 

mengusulkan dokumen kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang memuat isi rencana jabatan 

fungsional apa nantinya setelah penyesuaian. Selanjutnya, Kemenpan-RB 

akan melakukan telaahan serta validasi untuk dikeluarkannya surat 

rekomendasi. Surat inilah yang akan menjadi dasar/pedoman untuk digunakan 

dalam proses pengangkatan dan pelantikan pejabat fungsional yang 

terdampak penyederhanaan.  

Pejabat administrasi yang terdampak kebijakan penyetaraan jabatan dapat 

diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai 

dengan bidang tugasnya. Pemberian tugas ini diberikan tambahan angka 
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kredit sebesar 25% dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pengkat 

yang lebih tinggi serta diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka 

Kredit (PAK). Penilaian terhadap tugas tambahan tersebut dilaksanakan 

setelah pejabat yang terdampak tersebut menjalankan tugasnya kurang dalam 

1 (satu) periode penulaian kinerja jabatan fungsional.  

Hal yang membedakan proses kebijakan penyetaraan jabatan dengan 

inpassing ialah penyetaraan ke dalam jabatan Fungsional dapat dilakukan 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa harus menunggu/mendapatkan 

rekomendasi dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tinggi (JFT) yang 

bersangkutan. Tentunya hal ini berbeda dengan inpassing dimana masih 

bergantung pada surat rekomendasi yang harus dikeluarkan terlebih dahulu 

oleh instansi pembina. Meskipun demikian, kedua jenis mekanisme 

penyetaraan ini akan tetap memperoleh intervensi/perhatian dari instansi 

pembina dalam proses pembinaan karir kedepan pejabat Jabatan Fungsional 

Tinggi (JFT).  

Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa penyetaran 

jabatan bukanlah merupakan kata akhir dari penyederhanaan birokrasi. Pasca 

penyetaraan jabatan dilakukan, perlu pengelolaan lebih lanjut agar pejabat 

hasil penyetaraan dapat beradaptasi dengan sistem kerja baru guna mencapai 

tujuan organisasi. Salah satu cara pengelolaan SDM di era digital agar 

mencapai smart ASN yang bersifat pemberdayaan pegawai yakni dengan 

memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan potensi diri. 

(Faeflulloh et al., 2020). 

2.3 Kompetensi 

2.3.1 Definisi Kompetensi 

Kompetensi bukanlah lagi merupakan sesuatu yang asing dan saat ini 

menjadi konsep yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian 

khusus bukan hanya di sektor bisnis (private) tapi sudah merambat ke 

sektor publik. Paradigma baru manajemen SDM memandang bahwa 

pegawai merupakan aset organisasi dan sebagai modal bagi organisasi 

dalam mencapai tujuannya. Penggunaan kompetensi sebagai dasar 



17 
 

dalam manajemen sumber daya manusia diadaptasikan kedalam sektor 

publik atau pada pelayanan instansi pemerintah karena kompetensi 

menjadi persyaratan standar bagi seorang individu untuk dapat 

melakukan pekerjaan tertentu dengan tepat dan benar. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2003 disebutkan bahwa kompetensi ialah kemampuan kerja setiap 

individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sejalan dengan 

itu, dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A 

Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 disebutkan bahwa kompetensi 

adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai 

Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang 

diberlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai 

Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, 

dan efisien.  

 

Secara etimologis, kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris 

competent, yang mana dalam bahasa Indonesia memiliki arti cakap, 

mampu dan tangkas. Adapun competence dan competency berarti 

kecakapan, kemampuan, kompetensi atau kewenangan. Beberapa ahli 

juga mengungkapkan pendapatnya mengenai definisi kompetensi. 

Menurut Wibowo (2017) kompetensi merupakan sebuah kemampuan 

untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan atau tugas yang 

dilandasi atas pengetahuan dan keterampilan serta didukung oleh sikap 

kerja yang dituntut dalam pekerjaan tersebut. Sejalan dengan itu, 

menurut Mulyasa (2003) kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan nilai-nilai a yang mencerminkan pemikiran dan tindakan yang 

dilakukan oleh pegawai. Kompetensi dapat diartikan sebagai 

karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas 

kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu 

yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengann 
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kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau 

superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (Spencer dalam 

Moeheriono, 2018). 

 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Psikolog L.M Spencer, Jr.S.M 

(dalam Moeheriono 2018) menunjukkan bahwa semua jenis kompetensi 

yang bersifat non-akademik, seperti kemampuan menghasilkan ide-ide 

inovatif, manajemen skill dan kecepatan bekerja ternyata hasilnya tidak 

ada perbedaan secara signifikan apabila ditinjuau dari sisi ras, gender, 

maupun sosial ekonomi diantara orang yang satu dengan orang lainnya. 

Dalam hal ini, yang menjadi pembeda antara kompetensi yang dimiliki 

seseorang dengan orang lainnya adalah motivasinya dan berfikir secara 

analitik dari orang tersebut. 

 

Kompetensi sangat amat dibutuhkan dalam setiap organisasi agar 

organiasi tidak hanya dapat memberikan pelayanan yang prima dan 

bernilai tetapi juga pada aspek kinerja dalam proses pencapaiannya. 

Kompetensi dari SDM menjadi aspek penting untuk menentukan 

keberhasilan dari suatu organisasi. Kompetensi yang ada dalam diri 

seseorang terdiri dari pengetahuan, keahlian, serta kecakapan yang akan 

mendukung dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan.  

2.3.2 Ruang Lingkup Kompetensi 

Paradigma baru manajemen SDM memandang bahwa pegawai 

merupakan aset organisasi dan sebagai modal bagi organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Kompetensi menjadi persyaratan standar bagi 

seorang individu untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dengan 

tepat dan benar. Secara umum, kompetensi merupakan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dasar serta nilai yang dicerminkan ke dalam 

kebiasaan berpikir, bertindak yang sifatnya berkembang dinamis, dan 

terus menerus serta dapat diraih setiap waktu. Kebiasaan berpikir dan 

bertindak secara konsisten dan dilakukan secara terus menerus, akan 

membuat seseorang menjadi kompeten. Menurut David Mc. Clelland 
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dalam Sedarmayanti (2016) disebutkan bahwa kompetensi merupakan 

karakteristik dasar yang ada dalam diri individu untuk digunakan dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan, dan dapat digunakan untuk 

memprediksi hasil sebuah kinerja.  

Menurut Wibowo (2014)  kompetensi yang ada dalam setiap individu 

dapat dilihat dari beberapa karakteristik sebagai berikut: 

1. Motif, ialah suatu hal yang ada dalam benak individu secara terus 

menerus hingga menyebabkan timbul sebuah tindakan. Semakin 

terdorongnya sebuah motif, maka akan semakin tertuju pada suatu 

tindakan yang nyata. 

2. Sifat, yaitu karakter fisik atau reaksi yang dilakukan oleh individu 

ketika menghadapi sebuah kondisi atau situasi tertentu. 

3. Konsep diri, adalah sikap atau citra diri yang berada pada diri 

individu. Salah satunya ialah percaya diri dimana individu tersebut 

merasa yakin dengan apa yang dilakukannya. 

4. Pengetahuan, ialah pemahaman seseorang terhadap sebuah 

informasi yang diterima. Pengetahuan termasuk kompetensi yang 

menyeluruh terkait suatu hal, namun hasil penilaian dari 

pengetahuan biasanya tidak dapat digunakan untuk memprediksi 

kinerja seseorang sebab tidak dapat mengukur pengetahuan dan 

skill seseorang terkait suatu pekerjaan tertentu. 

5. Keterampilan, yaitu kemampuan atau kecakapan seseorang untuk 

menyelesaikan suatu tugas. Kompetensi psikis atau kognitif 

merupakan bagian dari cara berpikir analitis maupun konseptual.  

Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Spencer dan Spencer dalam 

Sedarmayanti (2016) yakni terdapat 5 (lima) tipe karakteristik 

kompetensi yaitu sebagai berikut : 

1. Motif (Motive), ialah emosi, hasrat, kebutuhan psikis, atau 

dorongan yang menimbulkan adanya tindakan. 
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2. Karakteristik pribadi (Traits), merujuk pada karakteristik fisik dan 

konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi seperti 

pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah 

tekanan. 

3. Konsep diri (Self-concept), merujuk pada sikap, nilai dan citra diri 

seseorang, misalnya keyakinan individu terhadap kemampuan yang 

dimilikinya. 

4. Faktor pengetahuan (Knowledge), seperti permasalahan secara 

teknis, administrasi, dan sistem. 

5. Keterampilan (Skill), pada kemampuan individu dalam 

menjalankan suatu aktivitas. 

Selain itu, kompetensi bila dilihat dari padangan Moeheriono (2018) 

ada lima indikator kompetensi yang wajib dimiliki seorang pegawai 

dalam bekerja, diantaranya sebagai berikut : 

1. Keterampilan Menjalankan Tugas (Task Skill) 

Keterampilan ini mencakup keterampilan untuk melaksanakan 

tugas-tugas rutin yang sesuai dengan standar yang ada di tempat 

kerja. 

2. Keterampilan Mengelola Serangkaian Tugas (Task Management 

Skill) 

Keterampilan mengelola serangkaian tugas yakni bagaimana 

pegawai mampu untuk mengatur berbagai macam tugas yang 

berbeda dalam pekerjaan. 

3. Keterampilan Mengambil Tindakan (Contingency Management 

Skill) 

Keterampilan ini meliputi situasi atau kondisi dimana pegawai harus 

dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat apabila timbul suatu 

permasalahan dalam pekerjaan. 

4. Keterampilan Bekerja Sama (Job Role Environment Skills) 
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Keterampilan bekerja sama ini adalah keadaan dimana pegawai 

mampu bekerja sama dengan baik dalam tim ataupun kepada atasan 

untuk dapat menciptakan lingkungn kerja yang kolaboratif. 

5. Keterampilan Beradaptasi (Tansfer Skills) 

Keterampilan beradaptasi yaitu kemampuan pegawai untuk selalu 

membiasakan diri dengan lingkungan kerja yang dinamis. 

Kompetensi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 

2017 Pasal 1 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang membagi 

kompetensi ke dalam 3 kategori, yatu:  

1. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ 

perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin 

dan/ atau mengelola unit organisasi;  

2. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang 

spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;  

3. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait 

dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam 

hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, 

nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap 

pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, 

fungsi dan Jabatan. 

 

Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan 

kompetensinya. Kompetensi tersebut harus dievaluasi oleh pejabat 

berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan 

jabatan dan pengembangan karir kedepannya. Penetapan standar 

kompetensi juga merupakan langkah mempertegas dan memperjelas 

kualifikasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau tanggung jawabnya 

sesuai dengan kompetensi. Kompetensi memiliki multifungsi yang 

berguna sebagai acuan dalam rangka: seleksi (selection/ recruitment), 
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kompensasi (compensation), observasi/pelatihan (observation/coaching), 

penilaian kinerja (performance appraisal), penilaian kebutuhan pendidikan 

dan organisasi (organizational alignment), perencanaan karier (career 

planning), perencanaan suksesi (succession planning), dan 

promosi/penempatan (promotion/placement). 

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam penelitian ini peneliti akan meneliti 

kompetensi jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan yang akan 

dianalisis menggunakan teori Moeheriono tentang dimensi kompetensi. 

Teori tersebut dipilih karena dianggap mampu menjawab fenomena atau 

permasalahan yang terjadi di lapangan. Dimensi kompetensi tersebut 

menjadi kemampuan mendasar bagi seorang pejabat fungsional dalam 

bekerja dan mengembangkan karirnya di jabatan fungsional. 

2.3.3 Manfaat Kompetensi 

Kompetensi dianggap sebagai aspek penting dalam meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, diharapkan setiap manusia 

dapat memahami kompetensi yang ada dalam dirinya sehingga dapat 

menjadi peluang bagi pengembangan karir kedepannya. Sedamaryanti 

(2013)  mengatakan bahwa terdapat berbagai alasan dan manfaat 

kompetensi yaitu sebagai berikut :  

a. Memperjelas standar kerja dan arahan yang ingin dicapai; 

b. Alat seleksi pegawai; 

c. Memaksimalkan produktivitas; 

d. Dasar pengembangan sistem remunerasi; 

e. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan ; 

f.   Menyelesaikan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. 

Sedangkan menurut Richard Bernhart yang dikutif Azhar (2009) 

menyatakan bahwa kegunaan kompetensi yaitu sebagai berikut :  

1. Untuk proses seleksi, training, development, dan evaluasi 

Proses membuat daftar kompetensi dimulai dengan melakukan analisis 

tugas pekerjaan (Job task analysis) secara lengkap. Data dari analisis 
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kemudian dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok tugas yang 

diberi nama dan disebut kompetensi. 

2. Menentukan level seseorang 

Dengan adanya kompetensi, seseorang dapat lebih mudah diseleksi 

dalam sebuah pekerjaan sesuai dengan jenis dan level kompetensinya 

yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. 

Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan 

kompetensinya. Kompetensi tersebut harus dievaluasi oleh pejabat 

berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan 

jabatan dan pengembangan karir kedepannya. Penetapan standar 

kompetensi juga merupakan langkah mempertegas dan memperjelas 

kualifikasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau tanggung jawabnya 

sesuai dengan kompetensi. Kompetensi memiliki multifungsi yang 

berguna sebagai acuan dalam rangka: seleksi (selection/ recruitment), 

kompensasi (compensation), observasi/pelatihan (observation/coaching), 

penilaian kinerja (performance appraisal), penilaian kebutuhan pendidikan 

dan organisasi (organizational alignment), perencanaan karier (career 

planning), perencanaan suksesi (succession planning), dan 

promosi/penempatan (promotion/placement). 

2.4 Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 

Jabatan fungsional Analis SDM Aparatur menjadi salah satu bagian dari 

karier PNS yang terdiri dari bermacam-macam jenis jabatan berdasarkan 

keterampilan dan keahliannya. Awalnya jabatan fungsional Analis SDM 

Aparatur merupakan jabatan fungsional analis kepegawaian yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor PER/14/M.PAN/6/2008. Jabatan fungsional Analis SDM Aparatur 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 yang dimana telah disesuaikan 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
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Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur tentang pengusulan, 

penetapan dan pembinaan jabatan fungsional PNS. 

Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur merupakan jabatan karir yang 

masuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen dan merupakan Jabatan 

Fungsional kategori keahlian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 37 Tahun 2020 

tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 

menyatakan bahwa Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur adalah jabatan 

yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk 

melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalyi kegiatan perumusan, 

analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran 

kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi 

dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM Profesional 

mutakhir. 

Dalam peraturan tersebut juga menyatakan bahwa Analis SDM Aparatur 

berkedudukan sebagai teknis fungsional di bidang pengelolaan sistem SDM 

Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, 

asistensi, konsultasi dan penyusunan kebijakan dalam konteks kebutuhan 

serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan praktik SDM Profesional pada instansi pemerintah. Analis 

SDM Aparatur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya), Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama), Pejabat Administrator, atau pejabat 

pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan 

Fungsional Analis SDM Aparatur. Kedudukan Analis SDM Aparatur 

ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit 

kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur yaitu melakukan 

pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, 

evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran 
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kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional 

mutakhir yang terdiri atas: 

a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara; 

b. Pengadaan aparatur sipil negara‟ 

c. Pangkat dan jabatan aparatur sipil negara; 

d. Pengembangan karier aparatur sipil negara; 

e. Pola karier aparatur sipil negara; 

f. Promosi aparatur sipil negara; 

g. Mutasi aparatur sipil negara; 

h. Penugasan aparatur sipil negara; 

i. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara; 

j. Penilaian kinerja aparatur sipil negara; 

k. Disiplin aparatur sipil negara; 

l. Penghargaan aparatur sipil negara; 

m. Penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara; 

n. Pemberhentian aparatur sipil negara; 

o. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara; 

p. Perlindungan aparatur sipil negara; 

q. Cuti aparatur sipil negara; 

r. Sistem informasi aparatur sipil negara; 

s. Manajemen sumber daya manusia aparatur strategik; 

t. Reformasi birokrasi; 

u. analisis organisasi publik; 

v. rancangan organisasi publik; 

w. proses kebijakan/regulasi bidang sumber daya manusia aparatur; 

x. analisis kebijakan/regulasi bidang sumber daya manusia aparatur. 

Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dari jenjang 

terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas: 

1. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (III/a dan III/b) 

2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (III/c dan III/d) 
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3. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c) 

4. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama (IV/d dan IV/e) 

Pejabat fungsional Analis SDM Aparatur akan mendapatkan penilaian angka 

kredit yang ditetapkan oleh: 

1. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan manajemen 

kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara untuk Analis SDM 

Aparatur Ahli Utama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan 

instansi lainnya di luar Badan Kepegawaian Negara. 

2. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan 

fungsional kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara untuk Analis 

SDM Aparatur Ahli Pertama, Analis SDM Aparatur Ahli Muda dan Analis 

SDM Aparatur Ahli Madya dilingkungan instansi lainnya di luar Badan 

Kepegawaian Negara serta Analis SDM Aparatur Ahli Madya di 

lingkungan Badan Kepegawaian Negara. 

3. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bagi Analis SDM 

Aparatur Ahli Pertama dan Analis SDM Aparatur Ahli Muda di 

lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan wilayah 

kerjanya. 

4. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada 

Instansi Pemerintah pusat untuk Analis SDM Aparatur Ahli Pertama dan 

Analis SDM Aparatur Ahli Muda di lingkungan instansi masing-masing. 

5. Sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota atau pejabat pimpinan 

tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk Analis SDM 

Aparatur Ahli Pertama dan Analis SDM Aparatur Ahli Muda di 

lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota masing-

masing. 
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2.5 Kerangka Fikir Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017) kerangka berfikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan merupakan tuntunan dalam 

memecahkan masalah penelitian yang dilengkapi penjelasan kualitatif. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem 

kompetensi Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dengan 

menggunakan lima indikator yaitu (1) Keterampilan Menjalankan Tugas 

(Task Skills), (2) Keterampilan Mengelola Tugas (Task Management Skills), 

(3) Keterampilan Mengambil Tindakan (Contegency Management Skills), (4) 

Keterampilan Bekerja Sama (Job Roll Environment Skills), (5) Keterampilan 

Beradaptasi (Transfer Skills). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui 

bagan berikut.  
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Gambar I Kerangka Fikir Penelitian 

Sumber : Diolah oleh Peneliti,2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensi Kompetensi menurut Moeheriono 

(2014) 

a. Keterampilan Menjalankan Tugas 

(Task Skill) 

b. Keterampilan Mengelola Tugas (Task 

Management Skill) 

c. Keterampilan Mengambil Tindakan 

(Contegency Management Skill) 

d. Keterampilan Bekerja Sama (Job Rol 

Environment Skill) 

e. Keterampilan Beradaptasi (Transfer 

Skill) 

Permenpan RB Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Sistem 

Kerja Pada Instansi 

Pemerintah Untuk 

Penyederhanaan Birokrasi. 

1. Proses atau cara kerja jabatan fungsional di BKD Provinsi 

Lampug yang belum difahami terlebih dalam hal pemenuhan 

angka kredit. 

2. Pejabat fungsional hasil penyetaraan di BKD Provinsi 

Lampungasih menerapkan pola kerja lama yaitu pekerjaan 

manajerial dengan istilah subkoordinator yang melekat meskipun 

istilah tersebut sudah dihapuskan sejak akhir 2022 lalu. 

Pejabat administrasi yang terdampak menjadi jabatan fungsional 

SDM Aparatur dapat bekerja sesuai untuk menjalankan tugas dan 

jabatan fungsionalnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 
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III METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif karena 

bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman dengan 

menggambarkan fenomena atau keadaan yang ada di lapangan selama 

melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan. 

Penelitian deskriptif ialah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun 

lebih (independen) tanpa membandingkan atau menghubungan dengan 

variabel yang lainnya (Sugiyono, 2016). Metode kualitatif dianggap sebagai 

suatu pendekatan atau penelusuran untuk menggali dan memahami suatu 

gejala sentral. Dalam prosesnya untuk memahami gejala sentral tersebut, 

peneliti melakukan wawancara dengan informan dan memberikan beberapa 

pertanyaan umum. Metode deskriptif bertugas untuk melakukan presentasi 

objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat didalam masalah penelitian. 

Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan 

hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas 

masalah yang diteliti. Penelitian ini berusaha menggambarkan kondisi yang 

ada di lapangan tentang kompetensi jabatan fungsional Analis SDM Aparatur 

hasil Penyetaraan Jabtaan di BKD Provinsi Lampung. 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menjadi batas dari sebuah rumusan permasalahan yang akan 

dibahas dan dikaji secara lebih mendalam. Menurut (Moloeng,2010) fokus 

penelitian memiliki tujuan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus 

memberikan batasan penelitian agar dapat memilah data yang relevan dan 

tidak relevan. Fokus pada penelitian ini yakni pada kompetensi yang dilihat 
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dari padangan Moeheriono dimana terdapat lima indikator kompetensi yang 

wajib dimiliki seorang pegawai dalam bekerja, diantaranya sebagai berikut : 

1. Keterampilan Menjalankan Tugas (Task Skill) 

Keterampilan ini mencakup keterampilan untuk melaksanakan tugas-

tugas rutin yang sesuai dengan standar yang ada di tempat kerja. 

2. Keterampilan Mengelola Serangkaian Tugas (Task Management Skill) 

Keterampilan mengelola serangkaian tugas yakni bagaimana pegawai 

mampu untuk mengatur berbagai macam tugas yang berbeda dalam 

pekerjaan. 

 

3. Keterampilan Mengambil Tindakan (Contingency Management Skill) 

Keterampilan ini meliputi situasi atau kondisi dimana pegawai harus 

dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat apabila timbul suatu 

permasalahan dalam pekerjaan. 

 

4. Keterampilan Bekerja Sama (Job Role Environment Skills) 

Keterampilan bekerja sama ini adalah keadaan dimana pegawai mampu 

bekerja sama dengan baik dalam tim ataupun kepada atasan untuk dapat 

menciptakan lingkungn kerja yang kolaboratif. 

 

5. Keterampilan Beradaptasi (Tansfer Skills) 

Keterampilan beradaptasi yaitu kemampuan pegawai untuk selalu 

membiasakan diri dengan lingkungan kerja yang dinamis. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Sama halnya dengan fokus penelitian, lokasi penelitian juga menjadi salah 

satu aspek yang sangat penting. Lokasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Provinsi Lampung dipilih menjadi lokasi penelitian karena BKD Provinsi 

Lampung menjadi instansi pemerintah yang memunyai tugas dan fungsi 

dalam manajemen kepegawaian di tingkat provinsi. Selain itu, BKD 

Provinsi Lampung juga memberikan pelayanan publik dan menjadi instansi 
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acuan bagi OPD lain dalam proses penyelenggaraan kebijakan penyetaran 

jabatan.  

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yang digunakan yaitu : 

a. Data Primer, ialah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dalam 

objek penelitiannya dengan cara melakukan wawancara, observasi dan 

dokumentasi dengan informan yang terkait. 

b. Data sekunder, ialah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh 

peneliti dalam objek penelitian. Data sekunder didapat dari website, 

berita yang memuat informasi yang relevan, dokumentasi lainnya sebagai 

pendukung, serta literatur penelitian terdahulu guna mendukung data 

primer.  

 

3.5 Informan Penelitian 

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang 

representatif, maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai 

kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang disebut dengan 

informan kunci.Informan kunci atau informan awal dipilih secara purposive. 

Informan yang dipilih sebagai informan kunci ialah informan yang 

menguasai, memahami serta terlibat langsung dengan topik atau fokus 

penelitian. Pada tabel  di bawah ini memuat informan peneliti dalam 

melakukan wawancara. 

Tabel 4 Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1. Meiry Harika Sari, S.STP.,MM Kepala Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Provinsi Lampung 

2 Sepriadi, S.IP., M.Si Kepala Bidang Pengembangan 

Pegawai  

3. Yenita Anggraini,S.IP Staff Bidang Pembinaan Jabatan 

Fungsional 

4. Dewi Indira Ningsih, S.H., M.H Pejabat fungsional hasil penyetaraan 

Sumber : Diolah Peneliti, 2023 

 

 



32 
 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017) , penentuan lokasi penelitian merupakan upaya 

terbaik yang dilakukan dengan mempertimbangkan substansi dan 

menjajaki fakta yang ada dilapangan. Selain itu, kondisi geografis dan 

praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu menjadi pertimbangan dalam 

menentukan lokasi penelitian. Pemilihan lokasi pada penelitian ini ialah 

pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung. 

Menurut Sugiyono (2017), pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber serta berbagai cara. Teknik analisis data 

yang akan diaplikasikan pada penelitian ini ialah : 

a) Dokumentasi 

Metode ini digunakan dengan cara mencari data atau hal lain mengenai 

variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya.  Penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi langsung maupun tidak langsung. 

b) Observasi 

Kegiatan observasi menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang akan 

diteliti dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman penelitian 

dalam bentuk lembar pengamatan ataupun yang lainnya. 

c) Wawancara 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan teknik yang 

paling utama dalam penelitian kualitatif. Wawancara merupakan 

kegiatan mengumpulkan data dengan menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan yang akan ditanyakan langsung kepada informan. 

Wawancara ialah percakapan antara dua orang yang salah satunya 

memiliki tujuan menggali dan mendapatkan informasi demi mencapai 

tujuan tertentu.  

d) Studi pustaka 

Sugiono (2017)  mengungkapkan bahwa studi pustaka dilakukan 

dalam rangka memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep 

yang akan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam proses 
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penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka juga 

dilakukan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan informasi yang 

ada dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah 

penelitian sebelumnya yang relevan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 

Miles dan Huberman. Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) 

menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga memperoleh 

data jenuh. Model ini menyatakan beberapa langkah dalam analisis data 

yaitu: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data merupakan kegiatan dalam merangkum, menentukan 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai 

dengan tema dan polanya serta membuang data yang tidak perlu dan 

tidak sesuai dengan pokok pembahasan (Sugiyono, 2017). Sehingga 

dengan melakukakan reduksi data, dapat mempermudah peneliti dalam 

menemukan dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pokok 

penelitian serta mempermudah peneliti mengumpulkan data 

selanjutnya. 

b. Penyajian Data (Data Display)  

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) menjelaskan “the most 

frequent form of display data for qualitative research data in the past 

has been narrative text” yang berarti, penyajian data yang paling sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Sehingga dengan penyajian data akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi dalam hasil penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing /Verification) 

Sugiyono (2017) menyatakan kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

berpotensi dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dari awal 

penelitian, tetapi mungkin juga tidak dapat menjawab rumusan masalah 

yang telah ada. Hal ini dikarenakan masalah dan rumusan masalah 
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dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Namun apabila, 

kesimpulan yang dilakukan pada tahap awal penelitian didukung oleh 

data berupa bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan untuk mengumpulkan data, sehingga kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dipercayai. 

Dalam membuat kesimpulan peneliti akan menyajikan data pendukung 

yang valid sehingga kesimpulan akan kredibel. 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data berarti mengetahui validitas dari suatu data yang 

disajikan. Menurut Sugiyono (2017), dalam penelitian kualitatif validitas 

ialah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian 

atau data yang sesungguhnya dengan data yang disajikan oleh peneliti. 

Sehingga dalam penelitian ini yang diuji adalah data yang diperoleh 

peneliti. Untuk itu terdapat beberapa teknik uji keabsahan data menurut 

Sugiyono (2017) seperti: 

a. Uji Kredibilitas Data 

Uji kredibilitas data digunakan untuk menghasilkan adanya 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan dengan 

cara triangulasi data. Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono 

(2017) “the aim is not to determine the truth about some social 

phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase 

one’s understanding of what ever is being investigated” yang 

berarti, tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran 

mengenai fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman 

peneliti tentang apa yang ditemukan dalam penelitian. 

Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam triangulasi seperti 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi sumber digunakan untuk 

mengetahui kredibilitas data. Triangulasi sumber yaitu mengecek 

data yang telah diperoleh dari sumber yang berbeda-beda dengan 
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teknik yang sama. Teknik yang sama berarti mengajukan 

pertanyaan yang sama ketika melakukan wawancara kepada 

informan. 

b. Uji Transferability 

Transferability digunakan agar pembaca dapat memahami hasil 

penelitian, sehingga peneliti dalam membuat laporan harus 

memberikan uraian ataupun penjelasan secara rinci, jelas, 

sistematis dan dapat dipercaya.  

c. Uji Dependability  

Uji Dependability dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan 

melakukan audit atau pengawasan peneliti, terhadap keseluruhan 

proses penelitian oleh pembimbing. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengetahui bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau 

fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan 

analisis data, melakukan uji keabsahan data dan membuat 

kesimpulan. Keseluruhan proses penelitian ini harus dapat 

ditunjukkan oleh peneliti. 

d. Uji Confirmability  

Uji Confirmability  ialah menguji hasil penelitian yang dikaitkan 

dengan proses yang dilakukan. Dalam artian hasil penelitian 

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, untuk itu 

hasil penelitian harusdapat disertakan proses penelitian sehingga 

memenuhi standar Confirmability. Pada dasarnya uji 

Confirmability sama artinya dengan uji Dependability, sehingga 

pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 
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V. KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan pada 

bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai gambaran 

kompetensi Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan di BKD Provinsi 

Lampung. Kompetensi yang dilihat dari indikator kompetensi menurut 

Moeheriono (2014) menunjukkan bahwa pejabat fungsional dinilai belum 

kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsional. Hal ini 

disebabkan masih merasa kesulitan terutama dalam hal pemenuhan angka 

kredit yang menjadi sasaran kerja. Belum adanya pelaksanaan uji kompetensi 

guna pemetaan kompetensi yang dilakukan menyebabkan pejabat fungsional 

hingga saat ini masih bekerja sesuai dengan tugasnya saat menduduki jabatan 

struktural sebelumnya. Hal ini ditandai dengan masih berlakunya istilah 

subkoordinator meskipun sebenarnya istilah ini sudah dihapuskan di akhir 

tahun 2022 lalu. Pengembangan kompetensi yang dilakukan yakni dengan 

kegiatan coaching, mentoring, dan konseling kinerja karena keterbatasan 

anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. 

Penyelesaian tugas yang dilakukan pun terkadang masih tidak dapat 

diselesaikan tepat waktu karena masih kesulitan untuk membagi waktu antara 

pekerjaan utama dan pekerjaan pendukung lainnya yang bernilai angka kredit. 

Namun, terlepas dari itu pada indikator kemampuan beradaptasi pejabat 

fungsional sudah mulai ditunjukkan dengan melakukan pengumpulan salinan 

dokumen/berkas untuk penilaian angka kredit meskipun hingga saat ini hasil 

penilaian DUPAK menunjukkan belum adanya pejabat fungsional yang 

mengalami kenaikan pangkat jabatan.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang dapat peneliti berikan terkait 

dengan kompetensi pejabat fungsional hasil penyeataraan jabatan di BKD 

Provinsi Lampung sebagai berikut: 

a. Bagi instansi, setelah adanya pemetaan kompetensi pejabat yang 

dilakukan, diharapkan ada tindak lanjut terkait pengembangan kompetensi 

pejabat fungsional seperti melakukan pembinaan dan pemberdayaan 

kepada para pejabat fungsional melalui pendidikan dan pelatihan yang 

berkelanjutan, workshop atau bimbingan teknis yang berkenaan dengan 

tugas dan fungsinya saat ini. 

b. Bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan harus memiliki perubahan pola 

fikir/mindset ke arah fungsional karena jabatan yang diduduki saat ini 

bukan lagi sebagai pejabat administrasi. Perubahan mindset/pola fikir 

dapat dilakukan melalui pemberian motivasi kerja oleh pimpinan yang 

akan membuat pegawai semakin bersemangat untuk bekerja. Dengan 

perubahan pola fikir/mindset tersebut, pejabat fungsional dapat membuat 

skala prioritas untuk pekerjaan-pekerjaan utama dan pekerjaan pendukung 

lainnya sehingga tidak ada lagi kesulitan dalam hal pemenuhan angka 

kredit. 
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